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Diakhir Pembinaan dan Pengawasan ini, unsur pimpinan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu

pernyataan kesanggupan seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor 1817/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/IX/2024 tanggal 4 September 2024, dan

berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

2179/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, menunjuk Tim

Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, yang terdiri dari 4(empat) orang dengan berbagi tugas sehingga waktu

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, pengawasan dilaksanakan

selama 3 (tiga)hari kerjayaitu tanggal5 sampaidengan7 Nopember2024.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah

Agung memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan
pembinaan dan pengawasan pada pengadilan agama yang berada dalam

wilayah hukumnya.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas Daerah PengadilanTinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh
pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan rencana. Shalawat

dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

KATA PENGANTAR
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Jakarta, 7 Nopember 2024

Ketua Tim

memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan

dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terimakasih.
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat

Kepaniteraan Pengadilan;

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

BABI

PENDAHULUAN
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A. Manajemen Peradilan
B. Administrasi Perkara
C. Administrasi Persidangan
D. Administrasi Kesekretariatan

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

B. RUANG LlNGKUP PENGAWASAN

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pemungutan Biaya Perkara;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Bantuan Panggilan I Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan

Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SKNIII/2006

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SKNIII/2007
Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SKN111/2022

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMAlSKlII/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di

Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor

2179/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 tentang

Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
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: Pembina Utama (IV/e)Golongan

: 196306021988032003Nip

: Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.1. Nama

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya

sebagai berikut:

F. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengawasan dilaksanakan pada bag ian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan

sektor pelayanan publik.

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen;

2. Melakukan Wawancara;

3. Melakukan Konfirmasi;

4. Melakukan Observasi;

5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

D.METODOLOGIPENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan

benar;

2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi

Persidangan;

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian

dan perpustakaan);

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan

Barang Milik Negara (BMN);

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN



7

Jabatan : Hakim Tinggi

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

2. Nama : Andi Tenri, S.Ag.

Nip : 197112242002122001

Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Panitera Pengganti

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

3. Nama : Elvin Nailana, S.H., M.H.

Nip : 196902271988031002

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Tinggi

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

4. Nama : Windarti, S.E., M.H., M.B.A.

Nip : 197808102006042003

Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Unit Kerja : Pengadilan Agama Jakarta Pusat
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1. Kondisi

Perhitungan Biaya Perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang PNBP di Mahkamah Agung dan
Peradilan di Bawahnya

Perma Nomor 3 Tahun 2012 tenatng Biaya Proses Penyelesaian

Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

SK Panitera Mahkamah Agung RI No. 002A1SKlPAN/I/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perma No, 3 Tahun 2012.

SEMA No.4 Tahun 2008 tentang Pemungutaan Biaya Perkara

Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

B. ADMINISTRASI PERKARA

Surat Sekretaris MA Nomor 811/SEKISKN1I1I2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Sebab

Tidak ada scadule yang ditentukan pimpinan

Akibat

Pengawasan bidang triwulan III belum terlaksana

Rekomendasi

Sebaiknya diatur penjadwalan pengawasan bidang oleh pimpinan

Kondisi

Belum ada Laporan Hasil Pengawasan Bidang dari hakim Pengawas
Bidang pada Koordinator Pengawas Bidang

Kriteria

BAB II

LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN (LTP)

A. MANAJEMEN PERADILAN
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Rekomendasi
Agar berkoordinasi denga TIM IT PTA sehingga dapat dicarikan solusi

3. Kondisi
Belum menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat

Kriteria
Perma No 7 tahun 2022 Pasal 15Ayat 2 dan Pasal 17Ayat 2:
KMA No 363/KMAlSKlXII/2022 Tentang Juknis Administersi

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara

di Pengadilan Secara elektronik

Angka IX huruf K; SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020

Bab VIII Huruf D.

Sebab
Kurang nya SDM IT

Akibat
Informasi perkara tidak maksimal dan kurang akuntabilitas, putusan yang

lebih dari 7KB tidak bisa diupload ke arsip digital, ketika akan dicari tidak
ditemukan

UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Sebab
Petugas PNBP rangkap jabatan sebagai JS/JSP, ketika petugas DL setoran
PNBPkenegernlamb~

Akibat
Setoran ke negara lambat lebih dari 2 hari

Rekomendasi
Usulkan petugas PNBP sehingga tidak ada rangkap jabatan, ketika petugas

keluar DL harus berkoordinasi dengan atasannya sehingga setoran PNBP

bisa 1 hari kerja

2. Kondisi
Kearsipan Perkara Secara elektronik belum diselenggarakan secara

otomasi dan alih media
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4. Kondisi

belum Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung

dengan dilampiri berita acara penghapusan.

Kriteria

- Pasal121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG

- Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.

- SK KMA No. KMA 01/SKl1I1991,tentang Pola Bindalmin

- SK KMA No. KMA /32/SKlIV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A,

angka 9

Sebab

SDM kurang / tidak ada

Akibat

Penumpukan arsip

Rekomendasi

Segera lakukan penghapusan arsip berkas perkaranyang telah memenuhi

syarat penghapusan dengan membuat berita acara atau dimasukkan dalam

micro film

Akibat

Adanya penumpukan arsip

penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh

Panitera dan Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

Kriteria

Pasal121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG
Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.

SK KMA No. KMA 01/SKlII1991, tentang Pola Bindalmin

SK KMA No. KMA /32/SKlIV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A,

angka 9

Sebab

Lain - lain
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- Perma 1 tahun 2019 tentang Administersi Perkara dan Persidangan

secara Elektronik Pasal 13 dan 363;

- KMA No 363/KMAISK/XI1I2022Tentang Juknis Administersi Persidangan

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Secara elektronik Angka I dan Angka IX huruf A, B, C dan G;

- SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SK/1I2020Bab VI;

- SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A,
angka 5;

Kriteria

Akibat

Para pihak tidak dapat mengunduh salinan putusan dari ecourt

Rekomendasi

Diadakan DDTK kembali terhadap Panitera Pengganti

6. Kondisi

Belum ada Register Uang titipan / Konsinyasi.

Rekomendasi

Segera lakukan penghapusan arsip dengan melampiri berita acara
penghapusan

5. Kondisi

Salinan Putusan/Penetapan perkara secara elektronik belum dikelola
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

- KMA No 363/KMA/SK/XI1I2022Tentang Juknis Administersi Persidangan

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara elektronik Angka III Huruf C angka 8;

- SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SK/1I2020Bab V Huruf C Angka 1

Sebab

Ada Panitera Pengganti setelah putus tidak melapor ke Panitera Muda

Hukum dan tidak dapat di tandatangan oleh Panitera secara elektronik
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Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama

Sebab

Kurangnya kontrol pimpinan

Akibat

Penumpukan akta cerai

Akibat

Up date data uang konsinyasi pertahun

Rekomendasi

Segera lakukan update data konsinyasi

7. Kondisi

Pada menu SIPP Jurusita kosong

Kriteria

- SK KMA No. KMA 01/SKl1/1991, tentang Pola Bindalmin.
- Buku II

- SK Dirjen Badilag No. 056/DJA/HKlSKl1/2020, tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara

Elektronik

Sebab
Relas panggilan tidak di upload di SIPP setelah dilaksanakan

Akibat

Mengganggu dokumentasi secara digital

Rekomendasi

Sosialisasikan kembali kepada JS dan JSP agar mematuhi SIPP

8. Kondisi

Penyelesaian perkara Cerai Gugat belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

Sebab

Lain - lain



13

Sebab

Salah satu pihak tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Akibat

Pemeriksaan perkara terlalu lama dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tidak

terpenuhi.

Rekomendasi

Menggunakan panggilan delegasi melalui SIPP.

1. Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

karena masih ada penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan.

Kriteria

Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan.

c. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Sebab

Saat petugas pos panggil tidak patut, pihak mengatakan yang

bersangkutan masih disitu, lalu dipanggil manual

Akibat

Implementasi sema tidak maksimal ,persidangan tidak tertib. perkara ecourt

Rekomendasi

Sosialisasi sema nomor 1 tahun 2024

Rekomendasi

Segera diberitahukan kepada pihak untuk mengambil akte cerainya

9. Kondisi

Objek pengawasan dalam upaya hukum secara elektronik belum sesuai

ketentuan yang berlaku
Kriteria

KMA No 363/KMA/SKlXII/2022 Angka VII huruf B angka 3 huruf d

sema nomor 1 tahun 2023
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Kriteria

- KMA 032/SKlIV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar

Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14ITUADA-AGIIX/2013 tentang

Buku II edisi revisi tahun 2013, bagian 1;).a§~a.1+7. Pelaksanaan Sidang,

huruf (b) tentang Berita Acara Sidang angka 8.

- Pasal 51 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Rekomendasi

Seharusnya setelah sidang Panitera Pengganti membuat berita acara

sidang dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya
serta Ketua Majelis memeriksa kebenaran berita acara tersebut.

3. Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Contoh Perkara No.1271/Pdt.G/2024/PAJP

Perkara No. 940/Pdt.G/2024/PAJP

Perkara NO.110/Pdt.G/2024/PAJP.

Perkara No.1107/Pdt.G/2024/PAJP

KMA 032/SKlIV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar

Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14ITUADA-AG/IX/2013 tentang Buku

II edisi revisi tahun 2013, bagian bagian 7. Pelaksanaan Sidang, huruf (b)

tentang Berita Acara Sidang angka 3.

Sebab

Panitera Pengganti tidak mempunyai rencana kerja untuk membuat berita

acara sidang dan Ketua Majelis tidak mengecek pekerjaan Panitera
Pengganti tersebut.

Akibat

Banyaknya pekerjaan yang tertunda.

Kriteria

2. Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh; Perkara No.1107/Pdt.G/2024/PAJP.
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Jurusita Pengganti belum memanggil para pihak untuk melanjutkan

persidangan kembali.

Pasal 32 ayat 3 PERMA NO.1 TAHUN 2016.

Sebab

Kriteria

Sebab

Masih terdapat berita acara sidang belum ditandatangar.i Ketua Majelis.

Akibat

Ketua Majelis tidak bertanggung jawab terhadap isi dari berita acara sidang.

Rekomendasi

Seharusnya setelah berita acara sidang dibuat dan ditandatangani oleh
Penitera Pengganti lalu dikoreksi oleh ketua majelis, dan ditandatangani

oleh ketua majelis.

4. Kondisi

Pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

Lampiran 1-03Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SKNII2016 tanggal

17 Juni 2016, hal. 8-10.

Sebab

Dalam berita acara tidak dijelaskan waktu pelaksanaan mediasi.

Akibat

Perintah melakukan mediasi tidak jelas.

Rekomendasi

Seharusnya dalam berita acara sidang dalam penundaannya dijelaskan

pelaksanaan mediasi selama 30 hari.

5. Kondisi

PHS setelah mediasi belum ditandatangani Ketua Majelis dalam perkara

1271/Pdt.G/2024/PAJP.
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- SK KMA No KMAl032/SKlIV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II (edisi
revisi tahun 2013) Bab II, Huruf c;

- Pasal227 (1) HIR I Pasal261 (1) RB

Sebab

Pada berkas yang diminutasi belum diberi tanggal dan di faraf oleh Ketua

Majelis.

Akibat

Berkas belum termasuk yang sudah minutasi.

Rekomendasi

Ketua Majelis harus teliti dalam meminutasi berkas perkara

7. Kondisi

Penyitaan dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi

revisi tahun 2013 halaman 34.

Rekomendasi

Seharusnya Ketua Majelis, setelah menerima pemberitahuan tentang

mediasi oleh Mediator segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan

pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

dan ditandatangani;

6. Kondisi

Minutasi dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh; Perkara No.860/Pdt.G/2024/PAJP.putus tanggal 3 Oktober 2024

Akibat

Perintah persidangan setelah melakukan mediasi tidak jelas dan Ketua

Majelis tidak yang bertanggung jawab terhadap PHS tersebut.



1. Kondisi
Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuanganl

pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

di bawahnya

Sebab
Ketidak telitian dalam pemenuhan syarat sah bukti pengeluaran/dokumen
pertanggung jawaban keuangan sehingga nama penerima uang/uang muka
dan tanggal penerimaannya pada SPBy No. 00514; 00523; 00524; 00554;

00555;00556/PB/400616/2024 tidak ada. Selain itu bukti pembayaran pajak

diletakkan terpisah dari dokumen pada SPBy tersebut. Nota asli juga tidak

diberi nomor. Belum dikenakan pajak pada sewa pengharum ruangan.

Akibat
Syarat sah bukti pengeluaran/dokumen pertanggung jawaban keuangan
tidak terpenuhi dan dokumen tidak tersusun menjadi satu kesatuan.

Kewajiban sebagai pungut, setor dan lapor pajak tidak terpenuhi.

Rekomendasi
Agar segera dilengkapi syarat sah bukti pengeluaran/dokumen pertanggung

17

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Sebab

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak melapor adanya penyitaan ke
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Akibat
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mengetahui adanya penyitaan di
Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Rekomendasi
Sebaiknya jika ada penyitaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat melapor ke

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
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Rekomendasi

Agar syarat sah bukti pengeluaran/dokumen pertanggung jawaban dipenuhi

seluruhnya.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnyaya.

Sebab

Kelengkapan syarat sah bukti pengeluaran/dokumen pertanggung jawaban

keuangan belum terpenuhi karena kekurang telitian antara lain: tidak ada
nama penerima uang/uang muka dan tanggal penerimaan uang, Lampiran

Kuitansi belum ditanda tangani PPK, bukti pembayaran pajak tidak
dilampirkan pada dokumen terkaitldipisah, Nota Asli tidak ada nomor dan
nama penerima pembayaran/kasir, dan kuitansi belum ditandatangani

penerima uang/kasir (SPBy No. 00456; 00458; 00459; 00463; 00464;
00466; 00471; 00472; 00473; 00474; 00475; 00476; 00484; 00486; 00487;

00488; 00489; 00490; 00491; 00492; 00493; 00494; 00495; 00496; 00509;
00510; 00515; 00516; 00517; 00518; 00526; 00527; 00530; 00531; 00532;

00533; 00534; 00535; 00536; 00537; 00538; 00539; 00540; 00541; 00547;

00549; 00550; 00566; dan 00567/PB/400616/2024).

Akibat

Syarat sah dokumen pertanggung jawaban keuangan tidak terpenuhi.

jawaban keuangan tersebut dan penempatan bukti pembayaran pajak agar

disatukan dengan dokumen SPBy terkait. Setiap bukti pengeluaran asli

harus diberi nomor. Untuk setiap transaksi sewa wajib dipungut dan disetor

pajaknya sebesar 2% dari nilai bruto.

2. Kondisi

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuanganl

pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
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Rekomendasi
Agar lebih disiplin dalam melakukan penyetoan/pembayaran pajak pada

masa mendatang.

4. Kondisi
Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian

perencanaan anggaran dan pengelolaan keuanganl pemeriksaan fisik

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebab
Petugas tidak disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.

Akibat
Penyetoran/pembayaran pajak melewati batas waktu/hampir sebulan.

Penerbitan SPM dan dokumen lainnya tertanggal 19 September 2024,

namun pembayaran pajak dilakukan hampir 1 bulan setelahnya yaitu

tanggal 10 Oktober 2024.

3. Kondisi

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuanganl
pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP,

Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP serta Pemotongan dan

Atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi

Pemerintah.
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja NegaraPeraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Pasal 37 ayat (2) disebutkan Pembayaran dengan UP kepada penerima

hak pembayaran paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa lebih dari 200 juta rupiah maka

perencanaan anggaran dan pengelolaan keuanganl pemeriksaan fisik

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

PengujiankeuanganpengelolaanpertanggungjawabanTeknis

Rekomendasi

Agar Bendahara Penerimaan kembali diusulkan untuk kegiatan sertifikasi

bendahara, jika tidak memungkinkan dapat dicari pegawai lain yang

sekiranya mampu dan berkenan mengikuti kegiatan.

5. Kondisi

Sebab

Bendahara Penerimaan telah diusulkan mengikuti kegiatan sertifikasi dan

telah dipanggil pada kegiatan tersebut, namun tidak diikuti karena ada

kegiatan lain yang harus diikuti.

Akibat

Bendahara Penerimaan belum bersertifikasi.

Kriteria

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola

Pendapatan dan Belanja Negara beserta Perubahannya
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Sebab
Ketidak telitian dalam pemenuhan syarat sah bukti pengeluaran/dokumen

pertanggung jawaban keuangan sehingga terjadi keadaan sebagai berikut :

1) Tidak ada nama penerima dan tanggal penerimaanya, serta bukti

pengeluaran asli belum ditanda tangani oleh penerima uang pada SPBy

No. 00454; 00455; 00457; 00460; 00461; 00462; 00465; 00467; 00470;

00477; 00481; 00482; 00497; 00498,; 00499; 00500; 00501; 00502; 00503;

00504; 00505; 00506; 00507; 00511; 00512; 00513; 00525; 00528; 00529;
00544; 00545; 00548; 00563; 00564; 00565; dan 00568/PB/400616/2024.

2) Memori Perintah Bayar, Lampiran Surat Perintah Bayar, Kuitansi dan

Lampiran Kuitansi tertera nominal sebesar Rp.200.000,-, namun pada

perhitungan SPD Rampungnya nominal yang tertera sebesar Rp.210.000,­

pada SPBy No. 00497/PB/400616/2024. 3) Bukti pembayaran pajak tidak

disatukan dengan dokumen SPBy

Akibat
1) Syarat sah bukti pengeluaran/dokumen pertanggung jawaban keuangan

tidak terpenuhi 2) Menimbulkan ketidak cocokan antara bukti

pengeluaran/dokumen pertanggung jawaban keuangan akibat kesalahan

penulisan nominalnya. 3) Agar bukti pembayaran pajak disatukan dengan

dokumen SPBy menjadi satu kesatuan.

harus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara dan

KPA/PPK atas nama KPAPeraturan Menteri Keuangan Nomor

230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, pada Pasal 34 ayat (2) (KPA atau PPK atas nama KPA

melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu

kali dalam satu bulan); dan Pasal 37Peraturan Menteri Keuangan Nomor
208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan
Pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran
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Rekomendasi

Agar segera dilengkapi syarat sah bukti pengeluaran/dokumen pertanggung

jawaban keuangan dan lebih teliti dalam penulisan nominal agar tidak

terjadi kesalahan, dan bukti pembayaran pajak disatukan dengan lembar
SPBy-nya.

6. Kondisi

Pertanggungjawaban Dipa 03, 04 dan 05 belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 22/PB/2013 Tentang
Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai Tidak Tetap
Surat Sekretaris Mahklamah Agung Nomor 2702/SEKlKU.04/11/2022

Hal Perlakukan RPL Untuk Menampung Biaya Proses Pada Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Pedoman Singkat Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan

Peradilan Umum Tahun 2019

Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama No. 3 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan DIPA Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama;

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Nomor 271/DjMT/KEP/OT.01.1NI/2022 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
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Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 22/PB/2013 Tentang

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai Tidak Tetap

Surat Sekretaris Mahklamah Agung Nomor 2702/SEKlKU.04/11/2022

Hal Perlakukan RPL Untuk Menampung Biaya Proses Pada Laporan

Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara

Pedoman Singkat Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan

Peradilan Umum Tahun 2019

Rekomendasi

Agar syarat sah dokumen pertanggung jawaban keuangan dipenuhi,

diantaranya nama penerima uang/uang muka dan tanggal penerimaan
uang serta faktur asli dilengkapi dengan nama penerima uang/kasir.

7. Kondisi

Pertanggungjawaban Dipa 03, 04 dan 05 belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Akibat

Dokumen pertanggung jawaban kurang valid dan Faktur dianggap tidak

syah.

Sebab

Syarat syah dokumen pertanggungjawaban tidak terpenuhi karena pada
SPBy No. 00522 tidak ada nama penerima uang/uang muka dan tanggal
penerimaan uang. Selain itu Faktur asli juga tidak dilengkapi nama
penerima pembayaran/kasir.
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Sebab
1) SPBy No. 00479/PB/400616/2024 tidak memenuhi syarat sah dokumen

pertanggungjawaban DIPA karena tidak ada nama penerima uang/uang

muka dan tanggal penerimaannya. Nota tidak ada nama penerima

pembayaran/kasir. Kegiatan rapat yang dilaksanakan dikantorlsecara
daring tidak diperkenankan untuk disediakan snack karena sudah menjadi

bagian dari tugas sehari-hari serta telah memperoleh uang makan dari
negara.2) SPBy No. 00483/PB/400616/2024 tidak memenuhi syarat sah

dokumen pertanggungjawaban DIPA karena tidak ada nama penerima

uang/uang muka dan tanggal penerimaannya. Pembelian snack untuk

kegiatan upacara tidak diperkenankan menggunakan anggaran DIPA.
Lampiran kuitansi dan nota yang disertakan dalam dokumen salah (nota

pembelian aqua galon pada Toko Minuman YUMA)

Akibat
1) Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; .2) Bukti pembayaran tidak sah; 3) Kuitansi asli tidak ditemukan

karena salah melampirkan.

Rekomendasi
1) Agar pelaksanaan anggaran dilakukan dengan berpedoman pada

ketentuan yang berlaku; 2) Agar syarat sah dokumen pertanggungjawaban

dipenuhi agar sah dan berlaku; 3) Kuitansi tidak diketahui keberadaannya.

8. Kondisi
Pertanggungjawaban Dipa 03, 04 dan 05 belum sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama No. 3 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan DIPA Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama;

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Nomor 271/DjMT/KEP/OT.01.1NI/2022 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
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Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 22/PB/2013 Tentang

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai Tidak Tetap

Surat Sekretaris Mahklamah Agung Nomor 2702/SEKlKU.04/11/2022

Hal Perlakukan RPL Untuk Menampung Biaya Proses Pada Laporan

Pertanggun~awaban(LPJ)Bendahaffi
Pedoman Singkat Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan
Peradilan Umum Tahun 2019

Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama No. 3 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan DIPA Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama;

- Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Nomor 271/DjMT/KEP/OT.01.1NI/2022 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Sebab
SPBy No. 00478; 00542; 00543; 546; 557; 558; 559; 560; 561; dan

562/PB/400616/2024 tidak ada nama penerima uang/uang muka dan
tanggal penerimaannya.

Akibat
Syarat sah dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak terpenuhi.

Rekomendasi
Agar seluruh dokumen pertanggung jawaban dilengkapi syarat sahnya

(tandatangan, nama penerima uang, tanggal penerimaan, dan lain-lain).
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Kriteria
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).

Sebab
Belum dibuat SOP tentang Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK)

Akibat
Belum ada Standar Operasional Prosedur yang digunakan dalam
perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK)

9. Kondisi

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Kriteria
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS)

Sebab
Analisis Beban Kerja (ABK) belum dilakukan pada seluruh jabatan, saat ini
telah terpenuhi untuk 18 jabatan.

Akibat
Belum semua jabatan memiliki Analisis Beban Kerja (ABK)

Rekomendasi
Agar dilakukan Analisis Beban Kerja (ABK) pada seluruh jabatan.

10. Kondisi
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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Kriteria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Kepala BKN

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan

Fungsional, dan Jabaran Pimpinan Tinggi;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

140/KMA/SKNIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan
Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
193/KMA/SKlXI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi

Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEKISK/I/2019

Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Pegawai yang bersangkutan tidak dapat memenuhi syarat angka kredit

kenaikan pangkat.
Akibat

Terhalang kenaikan pangkatnya.
Rekomendasi

Agar bagian kepegawaian memberikan motivasi kepada pegawai yang

bersangkutan agar segera berupaya memenuhi persyaratan angka kredit

tersebut.

11. Kondisi

Pengelolaan Pangkat dan Jabatan PNS belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Rekomendasi

Agar segera disusun SOP tentang Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK)
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Kriteria
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

13. Kondisi
Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi
Tidak ada rekomendasi

Akibat
Belum ada 2 tahun sudah mutasi ke satuan kerja lain

Sebab
Mutasi pegawai bukan melalui usulan Baperjakat PA

12. Kondisi

Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
140/KMA/SKNIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan

Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

193/KMA/SKlXI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi

Kepaniteraan di Lingkungan PeradilanAgama;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1/SEKlSKlI/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020
Tentang Manajemen PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Kriteria

14. Kondisi

Penerapan disiplin belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi

Agar tetap dimasukkan dalam usulan mutasi pada rapat baperjakat
selanjutnya

Akibat

Pegawai yang bersangkutan sudah 5 tahun di PA Jakarta Pusat namun

belum masuk TPM

Sebab

Belum masuk TPM meskipun sudah diusulkan melalui Baperjakat PA

Jakarta Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

140/KMAISKNIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan

Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

193/KMAlSKlXI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi

Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1/SEKlSKlI/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya.
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Sebab
Belum dibuat evaluasi efisiensi pemeliharaan barang.

Pasal 46 sd 47 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Oaerah.

Kriteria

15. Kondisi
Pemeliharaan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi
Agar diberikan pengarahan dan bimbingan motivasi kepada pegawai yang
bersangkutan untuk lebih meningkatkan disiplin terkait jam kerja.

Akibat
Penerapan disiplin belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab
Pengelolaan hasil presensi telah akuntabel namun masih terdapat

beberapa pegawai yang memiliki potongan remunerasi/tunjangan kinerja

sebesar lebih besar atau sama dengan 5% selain pegawai yang cuti sakit

dan dilengkapi surat keterangan sakit pada periode Bulan Agustus,

September dan Oktober 2024.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Mahkamah Agung di Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

368/KMA/SKlXII/2022 Tentang Pedoman Presensi Online Untuk

Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian.
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Akibat

Masih muncul dalam Laporan Kondisi Barang untuk Kondisi Rusak Berat

dalam tahun berjalan sehingga satuan kerja sulit untuk mendapatkan

penggantian barang baru saat mengajukan permohonan belanja modal.

Sebab

Masih terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak berat dan belum

diusulkan penghapusan, namun sudah tidak dialokasikan biaya

pemeliharaannya. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dirasa tidak cukup

sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses penghapusan

barang dalam kondisi rusak berat tersebut.

Pasal 83 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) dan

Pasal 81 s.d 82, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
271/KMK.06/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut

Hasil Penertiban BMN pada Kementerian Negara/Lembaga.

Kriteria

16. Kondisi

Penghapusan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi

Agar dibuat evaluasi efisiensi pemeliharaan barang sehingga dapat

diketahui tingkat efisiensi dari perencanaan pemeliharaan yang telah

dilakukan

Akibat

Belum diperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi pemeliharaan

barang.
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Kriteria
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan;Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan

18. Kondisi
Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi
Agar dilakukan update data maupun penanda tangan sebagai
penanggung jawab sesuai dengan pejabat terkini.

Akibat
Data yang tersaji dalam DBR tertanggal 3 Januari 2022 dengan
Penanggung Jawab UAKPB selaku Sekretaris belum update dan pejabat

masih yang lama. Sementara di ruang lain telah dilakukan update data

dan penandatangan sebagai penanggung jawab.

Sebab
Belum dilakukan update data DBR pada Ruang Sidang IV Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Kriteria
Pasal 18 s.d 21 pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.pada

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara.

17. Kondisi
Inventarisir BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi

Agar segera dibuat usulan penghapusan barang dalam kondisi rusak

berat tersebut di awal tahun 2025 dilanjutkan dengan proses
penghapusannya.
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1. Kondisi

Pengadilan belum menyiapkan sarana dan prasaran pelayanan informasi

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SKlVIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan,

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELA YANAN PUBLIK

Rekomendasi

Agar ditingkatkan penggunaan kartu katalog pada buku perpustakaan

agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan katalog

dilakukan secara bertahap dan ditetapkan target tertentu/tidak sekaligus

selesai seluruh buku perpustakaan mengingat terbatasnya SDM yang

ada.

Akibat

Pengelolaan perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab

Sebagian besar buku perpustakaan belum menggunakan kartu katalog.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pegawai khusus yang menangani

perpustakaan/tenaga pengelola perpustakaan yang dijabat oleh PNS.

Saat ini hanya mengandalkan tenaga PPNPN dalam pengelolaan

perpustakaan.

Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional

Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (a), Peraturan

Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar

Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (e), Peraturan

Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar

Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 2.12, Peraturan

Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar

Nasional Perpustakaan Khusus.
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2. Kondisi
Belum ada SOP tentang pelayanan disabilitas

Kriteria
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 044/DJA/HK.OO/SK/1/2023 tentang

Program Prioritas Badan Peradilan Agama

Sebab
tidak dibuat oleh petugas

Akibat
Pelayanan kepada penyandang disabilitas menjadi lambat, dan tidak ada

monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi
SOP Layanan disabilitas dibuat agar petugas layanan disabilitas

mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas.

Sebab

Tata letak informasi sulit dilihat atau diakses masyarakat

Akibat
ada keberatan pencari keadilan yang disampaikan di google review

Rekomendasi
tempatkan informasi yang mudah dilihat atau audio pelayanan yang
masksimal
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Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan harapan dapat bermanfaat
bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti

temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil

pemeriksaan selambat-Iambatnya sebagaimana termuat dalam kolom

kontrak kinerja masing-masing temuan hawasda dimaksud, dan

diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya
sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Jakarta Pusat terus berjalan

secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

III. 2. Rekomendasi

Bahwa pengelolaan Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan,
Administrasi Perkara, Administrasi Kepegawaian dan Manajemen

Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik.

Namun demikian masih diperlukan pembinaan dan Pengawasan

berkelanjutan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Meskipun demikian,

jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan

Agama Jakarta Pusat saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap
berjalan lancar sebagaimana mestinya.

III. 1. Kesimpulan

BAB III

PENUTUP
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4. Windarti, S.E., M.H., M.B.A.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan

Pelaporan/Sebagai Anggota;

3. Andi Tenri, S.Ag.
Panitera Pengganti/Sebagai Sekretaris;

2. Elvin Nailana, S.H., M.H.
Hakim Tinggi/Sebagai Anggota;

1. Ora. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Hakim Tinggi/Sebagai Ketua Tim;

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH



opember 2024

Pihak Kedua,

Ora. Hj~h' M.H,

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil

pemeriksaan dari hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024 dan selambat-Iambatnya

hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Oemikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

NIP
Jabatan

: Ora. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.
: 196306021988032003
: Hakim Tinggi Pengawas Oaerah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta

Nama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

: Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag, S.H., M.H.
: 197501141994011001
: Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nama
NIP
Jabatan

Oalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

JI. Rawasari Selatan No. 51, RT.14/RW.9, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka
Putih, Kota Jakarta Pusat

SITUS : http://www.pa-jakartapusat.go.idSUREL:pa.jakartapusat@gmail.com



Rp. 11.903.300,­

Rp. -

Rp.46.696.750,-
Rp.O +

Rp. 58.600.050,-

a. Uang kertas + logam

b. SPMI Alat pembayaran lain

c. Saldo bank

d. Surat berharga lainnya

Jumlah

kas untuk DIPA NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.400616/2024 tanggal 24 November

2023 serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan
kenyataan sebagai berikut:

Jumlah yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat
(DIPA 005.01)

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas Yang berdasarkan hasil pemeriksaan

PangkatlGolongan : Penata Muda (III/a)
: Zulfa Aini, S.H 1198905292015032003Nama/NIP

Sesuai dengan surat tugas Ketua PTA Jakarta tanggal 5 November 2024 Nomor:

2179/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024 dan setelah memperlihatkan Surat Bukti

Diri, melakukan pemeriksaan setempat pada:

Jabatan : Hakim Tinggi

2. Nama : Elvin Nailana, S.H., M.H.
NIP :196902271988031002
Jabatan : Hakim Tinggi

3. Nama : Andi Tenri, S.Ag
NIP :197112242002122001
Jabatan : Panitera Pengganti

4. Nama :Windarti, S.E., M.h., M.B.A.
NIP : 197808102006042003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Pada hari ini Selasa tanggal lima Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.
NIP : 196306021988032003

SERITA ACARA PEMERIKSAAN
KAS KEUANGAN DIPA 01 SUA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
JI. Radin Inten II No.3, RT.SjRW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id.ptadkijakarta@gmail.com



Windarti, .E., M.h., M.B.A.
NIP. 197808102006042003

Zulfa ", .H.
NIP. 1989 292015032003

Jakarta,S November 2024
Yang Diperiksa,
Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Sel k enanggungjawab

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.S/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id.ptadkijakarta{(ll.gmail.com



NIP. 198905292015032003

Jakarta, 5 November 2024
Yang membuat pernyataan

Sehubungan dengan pemeriksaan kas yang dikelola oleh

aturan/pemeriksa kas keuangan satuan kerja/proyek yang saya kelola, dengan ini

menyatakan bahwa saya:

1. Tidakltelah membukukan ke dalam kas umum semua penerimaan yang

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus saya bukukan *).

2. a. Tidakltelah melakukan pengeluaran yang belum disetuji atasan langsung,

dan atau

b. Tidakltelah menyetorkan ke Kas Negara/daerah seluruh penerimaan

anggaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang­

undangan *).

3. Telah/tidak menyelenggarakan buku kas umum dan pembukuan pada

umumnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku *).

: Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta PusatJabatan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Aini, S.H.

SURATPERNYATAANBENDAHARAWAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id.ptadkijakarta@gmail.com



Keterangan Selisih: Selisih lebih (+) Rp.50,- karena tidak ada pecahan Rp. 50,-

Rp.11.903.300,-JUMLAH B (1+2+3)

Rp.O
3. Surat berharga dan bagian kas yang diizinkan :

SPM/SP2DIWesellCek/Saido Bank

Rp.300,-Jumlah
+

Keping Rp.O
Keping Rp.O
Keping Rp. 200,­
Keping Rp. 100,­
Keping Rp.O

2. Keping uang logam Rp. 1.000,- --
Keping uang logam Rp. 500,- --
Keping uang logam Rp. 200,- = 1
Keping uang logam Rp. 100,- = 1
Keping uang logam Rp. 50,- = -

Rp. 11.903.000,-
+

Jumlah

100 Lembar Rp.10.000.000,-
38 Lembar Rp. 1.900.000,-
- Lembar Rp.O
- Lembar Rp. 0
- Lembar Rp. 0
1 Lembar Rp. 2.000,-
1 Lembar Rp. 1.000,-

Terdiri dari (Lampiran B) :

1. Lembaran uang kertas Rp. 100.000,- =
Lembaran uang kertas Rp. 50.000,- =
Lembaran uang kertas Rp. 20.000,- =
Lembaran uang kertas Rp. 10.000,- =
Lembaran uang kertas Rp. 5.000,- =
Lembaran uang kertas Rp. 2.000,- =
Lembaran uang kertas Rp. 1.000,- =

B

A Jumlah Penerimaan : Rp. 60.000.000,-
Jumlah Pengeluaran : RQ.1.400.0001-

Saldo Buku (A) : Rp 58.58.600,-
Saldo Kas (B) : RQ0 1-

Selisih : Rp 0,-

Tanggal Penutupan Kas : 5 November 2024

Nama Penutup Kas I Pemeriksa Kas : Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H ..

PENUTUPAN REGISTER KAS

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id.ptadkijakarta@gmail.com



Windarti, .E., M.h., M.B.A.
NIP. 197808102006042003

Elvi a/lana,' .H., M,H,
. 19~902271988031002

3.S~

An~;i~~A9 ~
NIP. 1917112242002122001
4. Angg

TIM Pemeriksa:
1. Ketua TIM,

Dra.~:ijlwiyah' M.H..
NIP. 196306021988032003
2.A~t TIM,

\l~, r \.

Jakarta,S November 2024
Yang Diperiksa,
Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Selak ..R . anggungjawab

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.SjRW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id.ptadkijakartai?/lgmail.com



,S.T.,M.M.

NIP 197211292006041001

KOTA JAKARTA PUSAT, 05 November 2024

Bendahara Pengeluaran,

Mengetahui

Tahun Anggaran

KPPN

: (005) MAHKAMAH AGUNG

: (01) BAOAN URUSANAOMINISTRASI

: (01.51) OKI JAKARTA I KOTA JAKARTA PUSAT

: (400616) PENGAOILANAGAMA JAKARTA PUSAT

: 28 November 2023, OIPA-005.01.2.400616/2024

( 53) Rp. 15.300.000,00

(52) Rp. 2.810.927.000,00

: 2024

: ( 175) Jakarta VI

)epartemen/Lembaga

Jnit Organisasi

)ropinsilKabupaten/Kota

:;atuanKerja

ranggal, No SP OIPA

lumlah Pagu Per Kelompok Belanja

BUKU KAS UMUM
Periode November 2024
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AINI

98905292015032003

KOTA JAKARTA PUSAT, 05 November 2024

58.600.000,00

58.600.000,00

0,00Jumlah

1.400.000,000,00

1.400.000,00

Belanja pemeliharaan peralatan dan
mesin berupa biaya pembelian bensin
mobil dinas Panitera B 8555 WU Bulan
Oktober 2024

60.000.000,00Saldo Akhir Bulan Oktober 2024

(6)

01/11/2024 00632/KW/400616/2024 Abdullah, SH., MH (Abdullah, SH., MH )

Saldo
,{Rp.)


